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Abstract:Requests for marriage dispensations are often based on cases of unwanted pregnancy, which create a 

dilemma involving moral, social, and legal protection considerations. This study aims to analyze the practice of 

marriage dispensations based on unwanted pregnancy from the perspectives of maqāṣid al-syarī‘ah, child 

protection theory, and legal theory. The research method used is normative legal research employing legislative, 

conceptual, and case-based approaches. The results indicate that the practice of marriage dispensation based on 

UHP tends to focus on short-term problem-solving namely, avoiding social stigma yet risks neglecting the primary 

objectives of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly in safeguarding life (ḥifẓ al-nafs), lineage (ḥifẓ al-nasl), and reason 

(ḥifẓ al-‘aql). From a child protection perspective, the granting of marriage dispensations has the potential to 

violate the principle of the best interests of the child, as stipulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection. 

Furthermore, there is a tension between legal certainty and substantive justice in the implementation of marriage 

dispensations in Indonesia. This study concludes that a reconstruction of the marriage dispensation policy is 

needed, one that is more oriented toward child protection and the substantive objectives of Islamic law, rather 

than merely legalizing emergency conditions. 

 

Keywords: Child Protection; Indonesian Positive Law; Marriage Dispensation; Maqāṣid Al-Syarī‘Ah; Unwanted 

Pregnancy. 

 

Abstrak. :Permohonan dispensasi kawin seringkali didasarkan pada kondisi kehamilan tidak diinginkan (KTD), 

yang menimbulkan dilema antara aspek moral, sosial, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis praktik dispensasi kawin berbasis KTD dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, teori perlindungan 

anak, serta teori hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin 

berbasis KTD cenderung berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, yaitu menghindari stigma sosial, 

namun berpotensi mengabaikan tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), 

keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Dari perspektif perlindungan anak, pemberian dispensasi kawin 

berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat ketegangan antara 

kepastian hukum dan keadilan substantif dalam implementasi dispensasi kawin di Indonesia. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi kebijakan dispensasi kawin yang lebih berorientasi pada 

perlindungan anak dan tujuan hukum Islam secara substantif, bukan sekadar legalisasi kondisi darurat. 

 

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Hukum Positif Indonesia; Kehamilan Tidak Diinginkan; Maqāṣid Al-Syarī‘Ah; 

Perlindungan Anak. 

 

1. PENDAHULUAN 

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena pergeseran fungsi dispensasi kawin dari 

instrumen pengecualian yang bersifat limitatif menjadi solusi pragmatis atas persoalan sosial, 

khususnya untuk menutup aib keluarga dan menghindari stigma masyarakat. Karena dalam 

setiap praktiknya, alasan dispensasi kawin yang sering diberikan ialah Kehamilan Tidak 

Diinginkan (KTD) (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022). Fenomena ini seolah 

menunjukkan bahwa hukum memberikan pengecualian dalam mekanisme dispensasi kawin 

yang diajukan ke pengadilan. Prkatik ini tentunya menyinggung terkait sistem kepastian hukum 

dalam ruang hukum keluarga islam di Indonesia. Praktik ini juga dinilai belum sepenuhnya 
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berjalan sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah (Ropei, 2021) dan regulasi perlindungan 

anak (UNICEF Indonesia, 2021). 

Sejatinya penelitian yang mengkaji fenomena dispensasi kawin akibat KTD sudah ada 

seperti penelitian dari Achmad Bahroni, Ariella Gitta Sari, (2019); Marluwi, (2024); Yusup, 

(2021), oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan akademik, dengan menyuguhkan 

perspektif yang lebih komprehensif. Dimana, menurut penulusuran awal penulis, bahwa 

fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi pendekatan hukum yang 

lebih progresif dan responsif terhadap realitas sosial, sehingga aspek kepastian hukum itu 

dipandang jelas dan konsisten. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, dispensasi 

kawin berbasis KTD, tentunya melahirkan pertanyaan kritis mengenai apakah praktik tersebut 

benar-benar sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah atau justru bertentangan. Kemudian, 

dispensasi kawin dalam kasus KTD seringkali tidak mempertimbangkan kesiapan psikologis, 

sosial, dan ekonomi anak yang akan melangsungkan perkawinan. Akibatnya, praktik ini 

berpotensi melanggengkan siklus kerentanan, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah 

tangga, hingga perceraian dini atau bahkan dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan 

anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak (Bawotong & Mandey, 2024). 

Seharusnya perlu ada proses rekontruksi kebijakan yang lebih memfokuskan pada status 

anak sehingga dapat memberikan kepastian terhadap dispensasi perkawinan hanya dapat 

ditegakkan pada situasi yang benar-benar urgen dan selaras dengan nilai-nilai maqāṣid al-

syarī‘ah (Anam, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dapat menjadi solusi untuk 

menjaga nasab, tetapi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan yang lebih luas (Asep Saepullah, 

2023; Fauzi, 2023; Ridlo, 2021). Dari perspektif hukum Islam, konsep maqāṣid al-syarī‘ah 

menempatkan perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa 

(ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), sebagai tujuan 

utama syariat (Despita & Rosa, 2025). Seharusnya, Perkawinan dalam perspektif hukum 

Indonesia dan hukum Islam merupakan institusi yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjamin keberlangsungan keturunan secara sah 

dan bermartabat (Candra, 2018; Ramadhan, 2022). Serta menegakkan batas usia minimum 

perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, 

yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Asep Saepullah, 2023). Kebijakan ini merupakan 

bentuk komitmen negara dalam melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini yang 

berpotensi menimbulkan dampak negatif secara fisik, psikologis, dan sosial. Sementara itu, 

dalam hukum modern, khususnya perlindungan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi 

pertimbangan utama (Anam, 2024; Asman, 2021; Aziz, 2022; Marwa, 2021). 
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Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara maqāṣid al-syarī‘ah, 

teori perlindungan anak, dan hukum progresif dalam menganalisis dispensasi kawin berbasis 

kehamilan tidak diinginkan (KTD). Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legalitas formal, 

tetapi juga menekankan keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak, serta 

merekonstruksi konsep darurat dalam praktik dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini 

menawarkan model kebijakan dispensasi kawin yang lebih humanis, berbasis perlindungan 

anak, dan selaras dengan tujuan hukum Islam serta hukum positif Indonesia. 

Apabila meninjau kesimpulan dari penelitian Nurbaeti, (2025) bahwa fenomena 

dispensasi kawin akibat KTD selalu diberikan oleh para penegak hukum karena faktor budaya, 

sosial dan moral. Sedangkan, nilai hifz an-nasl dan hifz al-ird (menjaga kehormatan) sebagai 

landasan utama di setujuinya dispensasi kawin tersebut. Putri, (2024) dalam kajiannya 

menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan secara regulasi di Indonesia itu diperbolehkan, 

tapi selalu tidak memberikan atensi pada perlindungan anak tentunya ini juga akan 

bertentangan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah. Sehingga dalam penelitian Syahabuddin, 

Mustafa, Hamzah, Firdaus, Muhammad Suyuthy R, (2025) bahwa regulasi terkait dispensasi 

perkawinan perlu dilakukan pergeseran substatif agar berjalan sesuai dengan maqāṣid al-

syarī‘ah, hingga perlu dilakukannya rekontruksi regulasi hukum perkawinan di setiap Daerah. 

Lalu, dalam penelitian Dewi et al, (2025) menyimpulkan bahwa perspektif sosial ini bersifat 

pro dan kontra, karena ada yang beranggapan jika praktik dispesasi kawin akibat KTD ini 

termasuk solusi kultural dan syar’i, bahkan masyarakat ada yang beranggapan bahwa praktik 

itu termasuk pengabaian terhadap perkawinan dini yang memiliki resiko tinggi. Meskipun 

begitu, hukum islam tetap membolehkannya dengan landasan darurah, namun hal yang sering 

dilupakan adalah pelanggaran batasan kemaslahatan yang tidak dapat dijadikan dalil inti untuk 

melanggar regulasi. 

KTD sering dijadikan dasar permohonan dispensasi dengan alasan menjaga kehormatan 

keluarga dan status anak dalam kandungan. Akan tetapi, praktik ini menimbulkan persoalan 

serius, yakni apakah dispensasi kawin benar-benar melindungi anak atau justru menjadi bentuk 

legalisasi terselubung terhadap perkawinan usia dini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

mengkaji secara mendalam KTD sebagai dasar dispensasi kawin dengan pendekatan 

interdisipliner. Penelitian ini juga menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif praktik 

dispensasi kawin berbasis kehamilan tidak diinginkan (KTD) dengan mengintegrasikan 

perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan anak, dan teori hukum, guna menemukan 

formulasi kebijakan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis 

dan mengkaji praktik dispensasi kawin yang diajukan karena kehamilan tidak diinginkan 
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(KTD) dalam perspektif hukum positif di Indonesia, berdasarkan konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah, 

serta menganalisa sejauh mana praktik dispensasi kawin tersebut sejalan dengan prinsip 

perlindungan anak dalam menjamin hak-hak anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

merumuskan implikasi hukum dan sosial dari pemberian dispensasi kawin akibat KTD 

terhadap perlindungan anak dan tatanan masyarakat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2026 dengan menerapkan pendekatan yuridis 

normative (Marzuki, 2014), yang digunakan untuk meninjau setiap sumber hukum yang sesuai 

dengan dispensasi kawin akibat Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Oleh karena itu, 

pendekatan perundang-undangan dan kasus digunakan untuk menilai praktik dispensasi yang 

terjadi dimasyarakat itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum, baik itu hukum Islam, positif, 

teori hukum, Maqāṣid al-Syarī‘ah hingga hukum perlindungan anak. Berkaitan dengan hal itu 

penelitian ini mengimplementasikan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan data 

melalui proses menelaah sejumlah literature-literatur seperti jurnal, buku, majalah dan 

referensi-referensi terkait dengan topik makalah. Studi kepustakaan ditujukan untuk 

melakukan tahap analisis pembahasan yang berkenaan dengan topik kajian (Arifin, 2016). 

Teknik ini digunakan untuk menerangkan setiap fenomena yang terjadi dan kemudian diteliti. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari 

bahan hukum primer adalah peraturan-Peraturan terkait tema penelitian dan juga menggunakan 

data bahan hukum sekunder maupun tersier seperti kamus-kamus hukum dan lain sebagainya 

(Ibrahim, 2012). Kemudian data itu dianalisa dengan teknik kualitatif, untuk mendeskripsikan 

suatu fenomena-fenomena yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan dan kenyataan yang 

seharusnya terjadi (Creswell, 2016). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

KTD SEBAGAI ALASAN DIKABULKANNYA DISPENSASI KAWIN 

Menurut ketentuan hukum positif, dispensasi kawin hanya dapat diberikan dengan alasan 

mendesak dan disertai bukti yang cukup. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, frasa “alasan mendesak” seringkali ditafsirkan secara 

luas oleh hakim. Penggunaan KTD sebagai alasan utama menimbulkan problematika karena 

berpotensi mengabaikan kesiapan psikologis dan sosial anak yang akan menikah.  

Berdasarkan temuan penulis, KTD dinilai hakim sebagai alasan yang cukup mendesak 

untuk dikabulkannya dispensasi perkawinan, meskipun didorong oleh faktor-faktor lain seperti 

nilai agama, ketetapan yuridis, kesiapan ekonomi, psikologis hingga nilai sosial dan budaya. 
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Dimana sekitar 90% permohonan dispensasi kawin akibat KTD itu selalu dikabulkan (Ilyas, 

2022; PA Wates, 2026; Rosari et al, 2025; Said, 2023).  

 

Gambar 1. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tahun 2015-2025 

Source: (Rahman, 2025; Ridwan, 2025) 

Dispensasi kawin akibat KTD (kehamilan tidak diinginkan/hamil di luar nikah) sering 

dikabulkan karena hakim menilai terdapat keadaan mendesak yang harus segera diselesaikan 

demi perlindungan perempuan, anak yang dikandung, serta ketertiban sosial. Dalam praktik 

peradilan agama, faktor kehamilan menjadi alasan yang paling sering diterima karena dianggap 

memenuhi unsur “kepentingan terbaik bagi anak” dan “kemaslahatan”(Hanisa Amalia, 

Muhtadi, 2022). Hakim melihat bahwa kehamilan menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial 

yang tidak dapat ditunda. Karena itu, permohonan dispensasi sering dianggap memenuhi syarat 

“alasan sangat mendesak”. 

Tidak hanya itu, hakim juga mengabulkan permohonan dispensasi itu karena bersandar 

pada regulasi yang seperti Pasal 7 (2) UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam isi 

Pasal itu memang tertuang jika orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi 

ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak. Oleh karena itu, Pasal ini menjadi dasar utama 

hakim mengabulkan dispensasi akibat KTD karena kehamilan biasanya dianggap “alasan 

sangat mendesak”. Hakim juga bersandar pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan ini mengatur tata cara dan 

prinsip hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Dimana hakim harus 

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, 

kesehatan mental, psikologis, reproduksi, hingga taraf ekonomi dan pendidikan dan melakukan 

pencegahan pernikahan dini. Walaupun PERMA bertujuan memperketat dispensasi, dalam 

praktik KTD sering tetap dianggap keadaan darurat. Kemudian, Hakim juga bersandar pada 

Pasal 53 KHI 1990 Pasal 53 KHI menjadi dasar yang sangat kuat dalam praktik dispensasi 
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kawin akibat KTD di Pengadilan Agama karena secara eksplisit memperbolehkan perkawinan 

perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. 

Selain dua alasan tadi, alasan perlindungan status hukum anak juga menjadi dasar hakim 

mengabulkan dispensasi kawin akibat KTD. Pernikahan dipandang memberi kepastian 

mengenai status atau nasab anak, hubungan perdata dengan ayah, nafkah, dan administrasi 

kependudukan seperti akta kelahiran. Landasan selanjutnya, hakim berpegang pada 

pertimbangan agama (kondisi antara mashlahat dan mudharat) dan stigma sosial dan budaya. 

Hakim sering memakai asas kemaslahatan, yaitu mencegah dampak sosial seperti aib keluarga, 

atau penelantaran perempuan dan anak (Marluwi, 2024). Terakhir hakim akan 

mempertimbangkan dari aspek kesiapan calon pasangan, kondisi psikologis, ekonomi, 

pendidikan, serta kemungkinan risiko jika pernikahan tidak segera dilakukan (Nasution, 2024). 

Apabila tidak ada kesiapan dari salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak maka 

dispensasi kawin ini tidak bisa dilakukan. 

Berdasarkan hal tersebut faktor budaya dan agama saling berkaitan. Tekanan sosial 

masyarakat biasanya lahir dari nilai religius yang kuat. Karena itu, hakim sering menilai 

bahwa:perkawinan dapat memulihkan ketertiban sosial, menjaga martabat keluarga, memberi 

perlindungan kepada perempuan dan anak, serta sesuai dengan nilai agama yang dianut 

masyarakat. Akibatnya, walaupun regulasi bertujuan menekan angka perkawinan anak, 

permohonan dispensasi akibat KTD tetap banyak dikabulkan karena hakim melihat adanya 

keadaan sosial-religius yang mendesak. 

Meskipun banyak hakim yang mengabulkan dispensasi kawin akibat KTD, tapi ada 

beberapa perkara yang menolaknya. Berdasarkan penelitian dari Mubarok, (2024) bahwa 

hakim mempertimbangkan aspek kesiapan pasangan secara psikologis, jika salah satu pihak 

atau kedua belah pihak tidak siap untuk menikah, maka permohonan dispensasi yang diajukan 

orang tua dapat ditolak oleh hakim. Kemudian hakim akan mendalilkan keputusannya pada 

konteks perlindungan anak. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU 

Perlindungan Anak, dimana Orang tua berkewajiban mencegah perkawinan pada usia anak. 

Meskipun dalam praktiknya, hakim sering menilai ada benturan antara perlindungan anak dan 

kebutuhan penyelesaian sosial-hukum secara segera. 

DISPENSASI KAWIN AKIBAT KTD DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM 

Berawal dari Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif dalam menekan angka perkawinan anak di 

Indonesia. Namun, dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin masih tinggi, terutama 

dengan alasan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Kondisi ini menunjukkan adanya 

ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Selain itu, dari sudut pandang teori hukum, 
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terdapat ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta pandangan 

hukum progresif dalam praktik dispensasi kawin. Di satu sisi, hukum memberikan legitimasi 

melalui putusan pengadilan, namun di sisi lain, keadilan substantif bagi anak seringkali 

terabaikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi pendekatan hukum 

yang lebih progresif dan responsif terhadap realitas sosial. 

Selama ini, dikabulkannya dispensasi kawin akibat KTD berlandaskan secara yuridis 

juga, dimana hakim biasanya mengacu pada Pasal 7 (2) UU No. 16 tahun 2019 tentang 

Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 53 KHI. Adapun pertimbang lainnya, hakim 

memposisikan KTD sebagai kondisi yang mendesak. Sekitar 90% permohonan dispensasi 

kawin akibat KTD itu selalu dikabulkan (Ilyas, 2022; PA Wates, 2026; Rosari et al, 2025; Said, 

2023). Kehamilan dianggap pengecualian karena anggapannya kehamilan merupakan kondisi 

yang mendesak karena, 1) telah terjadinya hubungan biologis; 2) Janin sudah ada dan; 3) Pihak 

keluarga memohon penyelesaian hukum segera. Hal ini yang menkontruksi paradigma hakim, 

jika menunda perkawinan dapat menciptakan problem sosial yang terus meluas. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tidak seutuhnya hakim menjadikan KTD sebagai 

dasar dikabulkannya dispensasi kawin. Ada beberapa alasan lain yang menopang dispensasi 

kawin di kabulkan, seperti: 

a. Kesiapan psikologis, pendidikan dan ekonomi calon pengantin; 

b. Bertujuan untuk memproteksi status nasab anak yang dikandungnya; 

c. Pertimbangan agama yang membolehkan dispensasi perkawinan; 

d. Adanya paksaan dari keluarga untuk menghindari stigma sosial yang negatif 

(menutup aib keluarga); 

e. Serta kemungkinan risiko jika pernikahan tidak segera dilakukan (Marluwi, 2024; 

Nasution, 2024) 

Dalam kacamata teori kepastian hukum, prkatik dispensasi kawin di Indonesia masih 

mengalami inkonsistensi, karena sifatnya yang fleksibel. Keterangan ini sesuai dengan 

pandangan Radbruch, (1950) dalam Herenawati et al., (2020). Dalam teori keadilan konteks 

dispensasi kawin akibat KTD ini harus melindungi kelompok yang paling rentan (Rawls, 

2008), artinya anak yang harus dilindungi. Sejauh ini, dikabulkannya dispensasi kawin itu 

mengarah pada perlindungan anak yang ada di dalam kandungan. 

Hingga saat ini inkonsistensi keputusan hukum dispensasi kawin menunjukkan sisi 

kepastian hukum yang masih menurut teori kemanfaatan muncul karena di satu sisi hukum 

bertujuan mencegah perkawinan anak, tetapi di sisi lain pengadilan justru sering mengabulkan 

dispensasi kawin dengan alasan kemaslahatan sosial dan perlindungan terhadap kehamilan 

tersebut. Akibatnya, terdapat pertentangan antara tujuan normatif undang-undang dan praktik 
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penerapannya. Dalam teori kemanfaatan (utilitarianism), hukum dinilai baik apabila 

menghasilkan manfaat terbesar dan mengurangi mudarat bagi masyarakat. Tokoh seperti 

Bentham, (1789) menekankan bahwa hukum harus membawa kebahagiaan dan manfaat praktis 

bagi sebanyak mungkin orang. 

Sedangkan dalam kacamata hukum progresif, dispensasi kawin dapat dipandang 

mencerminkan keadilan substantif menurut teori hukum progresif, tetapi sifatnya tidak mutlak 

(Pound, 1922). Penilaiannya bergantung pada apakah putusan hakim benar-benar bertujuan 

melindungi kepentingan manusia atau justru hanya melegitimasi praktik perkawinan anak. 

Mengacu pada pemikiran Rahardjo, (1991), hukum progresif menempatkan hukum untuk 

manusia, bukan manusia untuk hukum. Karena itu, hakim tidak hanya terpaku pada bunyi 

undang-undang secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, 

kemanfaatan, dan kondisi sosial nyata yang dihadapi para pihak (Rahardjo, 2009). 

Gambar 2. Faktor Tercapainya Keadilan Substantif Pada Perkara Dispensasi Kawin KTD 

Source: Diolah Penulis, (2026) 

Dari sudut hukum progresif, hakim tidak sekadar menerapkan larangan usia minimum 

perkawinan secara kaku, tetapi melihat realitas sosial bahwa telah terjadi kehamilan dan 

terdapat kebutuhan perlindungan hukum yang mendesak. Oleh karena itu, pengabulan 

dispensasi bisa dianggap sebagai bentuk “terobosan hukum” demi kemanfaatan dan 

kemaslahatan. 

Namun, di sisi lain, dispensasi kawin juga dapat dianggap tidak mencerminkan keadilan 

substantif apabila: 

1) Perkawinan dilakukan karena tekanan budaya atau keluarga; 

2) Anak belum siap secara psikologis; 

3) Pendidikan anak terputus; 

4) Putusan justru memperkuat praktik perkawinan anak yang merugikan masa depan 

anak perempuan.  
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Dalam perspektif hukum progresif, hakim seharusnya tidak hanya menyelesaikan 

masalah sesaat (Friedman, 1975) (misalnya menutup aib sosial akibat KTD), tetapi juga 

memikirkan dampak jangka panjang terhadap hak anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan 

potensi kekerasan dalam rumah tangga. Jika dispensasi hanya dijadikan jalan formal untuk 

melegalkan perkawinan usia anak tanpa perlindungan nyata, maka hal itu bertentangan dengan 

semangat hukum progresif. 

DISPENSASI KAWIN AKIBAT KTD BERDASARKAN KONSEP MAQĀṢID AL-

SYARĪ‘AH  

Dalam konteks dispensasi kawin berbasis KTD, terdapat pertanyaan kritis mengenai 

apakah praktik tersebut benar-benar sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah atau justru 

bertentangan dengan tujuan perlindungan terhadap anak dan masa depannya. Maqāṣid al-

syarī‘ah merupakan tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan 

kemaslahatan (maṣlaḥah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Konsep ini dikembangkan 

secara sistematis oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, (n.d.) dalam karya Al-Muwāfaqāt, yang 

menekankan bahwa seluruh hukum Islam bermuara pada perlindungan kepentingan dasar 

manusia. 

Penelitian ini mencoba memberikan kritik terhadap distorsi Konsep “Darurat” dalam 

Dispensasi Kawin. Penelitian ini mengungkap bahwa KTD sering dianggap sebagai kondisi 

darurat (ḍarūriyyāt) sehingga dijadikan dasar legitimasi dispensasi kawin Dispensasi kawin 

karena KTD sering diklaim sebagai kondisi darurat (ḍarūriyyāt), namun secara kritis perlu diuji 

apakah benar memenuhi standar darurat atau hanya solusi sosial. Apabila dasarnya itu mengacu 

pada standar darurat, maka hakim akan mengedepankan kemaslahatan secara komprehensif 

(mashlahat jangka panjang dan pendek). Oleh karena itu, dispensasi kawin tidak dapat 

dibenarkan hanya karena KTD tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. 

Maqāṣid al-syarī‘ah meliputi lima prinsip fundamental yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa 

(ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), sebagai tujuan 

utama syariat (Putri, 2024). Dalam konteks dispensasi kawin berbasis KTD Ḥifẓ al-nasl sering 

dijadikan justifikasi untuk “melegitimasi” pernikahan.  

Pernikahan dalam kasus KTD dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap 

nasab anak. Namun, jika pernikahan tersebut dilakukan tanpa kesiapan, maka justru dapat 

menimbulkan mafsadat seperti perceraian, kekerasan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, hifẓ al-

nafs dan ḥifẓ al-‘aql berpotensi terabaikan (risiko kesehatan, psikologis, kemiskinan hingga 

pendidikan anak). Dalam perspektif maqashid, jika suatu kebijakan hanya menjaga satu tujuan 

syariat tetapi merusak tujuan lain yang lebih besar, maka kebijakan tersebut menjadi 
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problematis. Di sinilah inkonsistensi hukum terjadi: negara ingin melindungi anak melalui 

pembatasan usia kawin, tetapi dispensasi justru membuka ruang pengecualian yang luas. 

Penulis menjumpai dalam perkara KTD ini ada dua perkara pertimbangan mashlahat 

yakni, Mashlahat jangka pendek dan mashlahat jangka panjang. Adapun mashlahat jangka 

pendek dari dispensasi kawin KTD ini mengacu pada pertimbangan dengan memaksa kepada 

para pihak yang belum siap secara finansial, mental atau psikologis, memberikan kepastian 

hukum langsung pada anak, fokus menghindari aib atau stigma sosial, menjaga kehormatan 

keluarga dan mengikuti budaya. Dengan demikian, status KTD disini tidak lagi menjadi 

daruriat, melainkan hajiyyat.Sedangkan mashlahat jangka panjang dari dispensasi kawin KTD 

yang dipertimbangkan seperti meningkatnya angka pernikahan dini, perceraian, kemiskinan 

serta kerentanan status wanita dan anak. Maka dari itu, Mashlahat jangka pendek tersebut tidak 

sepenuhnya memenuhi tujuan syariat. 

Pendekatan Maqāṣid al-syarī‘ah modern tidak hanya fokus pada legalisasi hubungan, 

tetapi juga kualitas kehidupan manusia. Karena itu, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, 

dan kesiapan mental harus menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, pengabulan dispensasi 

akibat KTD dapat dianggap: sesuai Maqāṣid al-syarī‘ah jika benar-benar menjadi jalan terbaik 

untuk melindungi ibu dan anak, tetapi bertentangan dengan Maqāṣid al-syarī‘ah jika hanya 

dilakukan untuk menutup aib sosial tanpa mempertimbangkan masa depan anak. Dengan 

demikian, dispensasi kawin akibat KTD ini harus mempertimbangkan mashlahat secara 

komprehensif, baik itu mashlahat jangka panjang maupun pendek. 

Dalam penelitian Marluwi, (2024) hakim lebih mengutamakan langkah untuk 

menghindari kerusakan layaknya status hukum dari nasab anak, stigma sosial dibandingkan 

dengan ketetapan batas usia. 

DISPENSASI KAWIN DALAM KACAMATA KONSEP PERLINDUNGAN ANAK  

Prinsip utama dalam perlindungan anak adalah best interest of the child. Artinya, setiap 

keputusan harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Perlu diketahui jika, perkawinan 

anak memiliki berbagai risiko: Putus sekolah, Kekerasan dalam rumah tangga, Gangguan 

kesehatan reproduksi hingga Kemiskinan struktural (Eekelaar, 2007). Dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Oleh karena itu, menikahkan anak bukan selalu solusi terbaik dalam kasus KTD. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta terlindungi dari 

kekerasan dan diskriminasi. Konsep ini diperkuat dalam Konvensi Hak Anak (Convention on 

the Rights of the Child / CRC) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Adapun prinsip-prinsip dasar perlindungan anak berdasarkan CRC, 
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terdapat 4 prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the 

child), hak hidup, tumbuh, dan berkembang terakhir penghargaan terhadap pendapat anak 

(UNICEF Indonesia, 2021). 

Best interests of the child ini menjadi dasar utama dalam menilai dispensasi kawin. 

Sejauh ini dispensasi kawin akibat KTD di Indonesia masih sepenuhnya belum sesuai dengan 

prinsip best interests of the child (kepentingan terbaik bagi anak). Secara normatif, prinsip ini 

memang dijadikan dasar pertimbangan hakim, tetapi dalam praktik sering terjadi tarik-menarik 

antara perlindungan anak dan tekanan sosial, budaya, serta moral masyarakat (Anam, 2024). 

Hal yang menjadi faktor dispensasi kawin akibat KTD dianggap sesuai dengan best interests 

of the child apabila hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum bagi anak yang 

dikandung, seperti anak memperoleh status hukum yang jelas, hubungan keperdataan dengan 

ayah dapat diakui, dan mempermudah administrasi kependudukan. Lalu, pertimbangan itu juga 

bertujuan untuk melindungi perempuan yang hamil, menghindari stigma sosial karena 

dalam masyarakat yang religius dan komunal, kehamilan di luar nikah sering menyebabkan 

tekanan psikologis dan pengucilan sosial terhadap anak perempuan. Terakhir, mencegah 

kesengsaraan yang dianggap lebih besar Hakim sering menggunakan pendekatan 

kemaslahatan: menikahkan pasangan dianggap lebih baik dibanding membiarkan hubungan 

tanpa tanggung jawab hukum.  

Sedangkan hal yang menjadi faktor dispensasi kawin akibat KTD dianggap tidak sesuai 

dengan best interests of the child apabila hakim hanya mempertimbangkan pada aspek  yang 

meprioritaskan pada penyelesaian stigma sosial daripada hak anak, dimana hakim hanya fokus 

mengutmakan hal yang menjaga nama baik keluarga, menutup aib dan/atau tekanan budaya. 

Kemudian, Hakim tidak melihat atau mempertimbangkan aspek Anak sering belum siap secara 

fisik dan psikologis sehingga menyebabkan komplikasi kehamilan, putus sekolah, 

ketergantungan ekonomi, kekerasan rumah tangga dan perceraian dini. Bahkan persetujuan 

anak tidak selalu bebas dari tekanan, dimana dalam beberapa kasus, anak menyetujui 

perkawinan karena tekanan keluarga, rasa takut atau kondisi sosial yang memaksa.  Padahal 

prinsip best interests of the child menghendaki bahwa suara anak harus didengar secara bebas 

dan bermakna.  

Dispensasi kawin memang dapat menyelesaikan persoalan administratif dan sosial 

sesaat, tetapi belum tentu menyelesaikan pendidikan, kemiskinan, kesehatan reproduksi atau 

perlindungan anak jangka panjang. Oleh karena itu, menurut pendekatan perlindungan anak 

modern, best interests of the child tidak cukup hanya dimaknai sebagai legalisasi hubungan 

orang tua atau pemberian status hukum pada anak yang dikandung. Tetapi juga harus 

mencakup hak pendidikan, kesehatan, kesiapan mental, kebebasan dari kekerasan dan masa 



 
Dispensasi Kawin Berbasis Kehamilan Tidak Diinginkan: Analisis Maqāṣid Al-Syarī‘Ah,  

Perlindungan Anak, dan Teori Hukum  

 

121        STUDENT RESEARCH JOURNAL - VOLUME 4, NOMOR. 2, APRIL 2026 

 

depan anak secara menyeluruh. Karena itu, praktik dispensasi kawin akibat KTD dapat 

dikatakan sesuai dengan best interests of the child apabila benar-benar melindungi anak dan 

menjadi pilihan paling aman, tetapi tidak sesuai apabila hanya menjadi alat untuk 

menyelesaikan tekanan budaya dan moral tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang 

terhadap kehidupan anak.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menyuguhkan data yang menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin 

mengalami peningkatan setelah dirubahnya batas usia kawin menjadi sama-sama 19 tahun bagi 

pria maupun wanita. Kurang lebih 90% perkara dispensasi kawin ini dikabulkan oleh hakim 

dengan rasionalisasi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Mayoritas Hakim memposisikan 

KTD termasuk ke dalam kondisi mendesak atau darurat. Namun, dikabulkannya dispensasi 

kawin tidak sepenuhnya bersandar pada kondisi KTD, tapi ada faktor lain seperti kesiapan anak 

secara finansial maupun mental. 

Dalam kacamata teori kepastian hukum, prkatik dispensasi kawin di Indonesia masih 

mengalami inkonsistensi hukum, karena sifatnya yang fleksibel. Sejauh ini, dikabulkannya 

dispensasi kawin itu tidak terfokus mengarah pada perlindungan anak (calon yang KTD) dan 

anak yang ada di dalam kandungan. Akibat inkonsistensi ini juga, ketetapan dispensasi kawin 

akibat KTD belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif secara hukum progresif. 

Karena terkadang dasar dikabulkannya perkara ini berangkat dari kondisi perkawinan yang 

dilakukan karena tekanan budaya atau keluarga, Anak belum siap secara psikologis, 

mengabaikan pendidikan anak dan kondisi ekonominya.  

Dispensasi kawin karena KTD sering diklaim sebagai kondisi darurat (ḍarūriyyāt), 

namun secara kritis perlu diuji apakah benar memenuhi standar darurat atau hanya solusi sosial. 

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa dispensasi kawin berbasis KTD Ḥifẓ al-nasl sering 

dijadikan justifikasi untuk “melegitimasi” pernikahan. Tanpa melihat atau mempertimbangkan 

kesiapan dalam pernikahan, sehingga dapat menimbulkan mafsadat seperti perceraian, 

kekerasan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, hifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘aql berpotensi terabaikan. 

Dalam perspektif maqashid, jika suatu kebijakan hanya menjaga satu tujuan syariat tetapi 

merusak tujuan lain yang lebih besar, maka kebijakan tersebut menjadi problematis. Ditambah 

praktik dispensasi kawin akibat KTD ini tidak mempertimbangkan kemaslahatan secara 

komprehensif, dan cendrung melihak kemaslahatan jangka pendek seperti, fokus menghindari 

aib atau stigma sosial, menjaga kehormatan keluarga dan mengikuti budaya. Dengan demikian, 

status KTD disini tidak lagi menjadi daruriat, melainkan hajiyyat. Apabila kondisi KTD itu 
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menggangu maslahat secara komprehensif (jangka pendek dan panjang), maka itu dapat 

dikatakan darurat. 

Sejauh ini dispensasi kawin akibat KTD di Indonesia masih sepenuhnya belum sesuai 

dengan prinsip best interests of the child (kepentingan terbaik bagi anak). Hal yang menjadi 

faktor dispensasi kawin akibat KTD dianggap sesuai dengan best interests of the child apabila 

hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum bagi anak yang dikandung, 

pertimbangan yang bertujuan melindungi perempuan yang hamil, menghindari stigma 

sosial dan mencegah kesengsaraan yang dianggap lebih besar. Sedangkan hal yang menjadi 

faktor dispensasi kawin akibat KTD dianggap tidak sesuai dengan best interests of the child 

apabila hakim hanya mempertimbangkan pada aspek  yang meprioritaskan pada penyelesaian 

stigma sosial daripada hak anak sehingga Anak sering belum siap secara fisik dan psikologis 

dan mengabaikan persetujuan anak tidak selalu bebas dari tekanan. 

Berdasarkan hal tersebut Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan sinergi 

antara hukum Islam dan hukum nasional, edukasi hukum kepada masyarakat, serta reformasi 

kebijakan dispensasi agar berpihak pada perlindungan hak anak dan pembangunan keluarga 

yang berkualitas. Lalu, perlu diadakannya pedoman nasional bagi hakim dalam menangani 

perkara KTD. Terakhir, perlu memperkuat pendekatan perlindungan anak dalam putusan. 
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